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Perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia mengalami
perubahan yang sangat besar terutama berkaitan dengan gerakan
reformasi 1998. Oleh karena itu, materi perkuliahan Pendidikan
Kewarganegaraan tidak mungkin dilepaskan dari perkembangan
kenegaraan tersebut agar kadar keilmiahan serta obyektivitasnya
dapat dipertanggungjawabkan. .

' Banyak tuduhan dialamatan kepada sosok Pendidikan
Kewarganegaraan dan tuduhan ity barangkali juga ada benarnya.
Beberapa tuduhan itu antara lajn (i) Pendidikan Kewarganegaraan
sering bersifat politis daripada akademis, lemah landasan keilmuan-
nya, {ii) tidak tampak sosck keitmiahannya, dan (iii} sering dititipi
kepentingan politik penguasa.

" Berdasarkan kenyataan tersebut sudah merupakan keharus-
an untuk menata ulang materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
agar sesuai dengan perkembangan zaman, terutama tuntutan refor-
masi. Dalam-™~proses penyusunan ulang materi Pendidikan
Kewarganegaraan penulis berupaya untuk mengumpulkan buku-
buku referensi yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Buku ini disusun dengan mengacu pada Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 yang menetapkan
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu Matakuliah
Pengembangan Kepribadian yang harus ada dalam kurikulum inti
bagi setiap program studi dan dirancang berbasis kompetensi. Selain
ftu juga berpedoman pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi Nomor 38/Dikti/Kep/2002 tanggal 18 Juli 2002 tentang
Rambu-Rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian,
khususnya Pendidikan Kewarganegaraan.



Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada *
1. Rektor dan Pembantu Rektor [ UNY,
2. rekan-rekan sesama pengampu Pendidikan
Kewarganegaraan di UNY, '
3. rekan-rekan sejawat di UPT MKU UNY,
4. para mahasiswa yang telah dan sedang menempuh

Pendidikan Kewarganegaraan di UNY, dan

5. semua pihak yang, baik secara langsung maupun tidak
langsung, telah membantu terwujudnya naskah ini.

Penulis senantiasa terbuka menerima masukan untuk
perbaikan naskah buku ini. Mudah-mudahan tulisan .sederhana ini
dapat membantu kelancaran perkuliahan Pendidikan Kgwargane-
garaan.

Yogyakarta,

i

Tim Penulis.
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PENGANTAR =
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

e Sesungguhnya bangsa uu jaya selama mereka masih
mempunyai akhlak yang mulia dan apabila akhlak telah
hilang dari kehidupan suatu bangsa, hancur binasalah

. bangsa itu {Syauqgi Bek).

e Negara yang tidak mempunyai moral berarti keruntuhan
dan sebaliknya moral yang tidak sejalan dengan negara
adalah kelumpuhan (Al-Gazali).

o Yang saya dengar, saya lupa. Yang saya dengar danr
lihat, saya sedikit ingat. Yemg saya dengar, lihat, dan
diskusikan dengan orang lain, mulai saya pahami. Dar
yang .saya dengar, lhat, bahas, dan terapkan, sayo
dapdikan pengetahuan dan keterampilan. Yang saya
ajarkan kepada orang lain, saya kuasai (Melvin L
Siltbermun).

A. Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan
salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui
koridor “value-based education”. Konfigurasi atau kerangka
sistemik PKN dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut.

Pertama, PKN secara kurikuler dirancang sebagai subjek
pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi
individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak
mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.&Kedua,
PKN secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran
yang memuat dimensi-dimensi  kognitif, afektif, dan

Pendidikan Kewarganegaraan l 1



psikomotorik- yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi
dan terintegrasi dalam konteks substansi ide,_,,n‘i,laj, konsep,
dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan
bela negara. Ketiga, PKN secara pragramatik dirancang sebagai
subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang
mengusung nilai-nilai  (content embedding values) dan
pengalaman belajar | {learning experiences), dalam bentuk
berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan
sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan
moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela
negara.

Sejak diimplementasikan pada berbagai jenis dan jenjang
pendidikan {persekolahan maupun perguruan tinggi), PKN
menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan. Kendala dan
keterbatasan tersebut adalah (1) masukan instrumental
{instrumental input) terutama yang berkaitan dengan kualitas
guru/dosen serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar
dan (2} masukan lingkungan {envirgnmental input) terutama
yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik
negara yang kurang demokratis, Dengan  demikian,
- pelaksanaan PKN tidak mengarah pada misi sebagaimana
seharusnya. Beberapa indikasi empirik yang menunjukkan
salah arah tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, proses pembelajaran dan penilaian dalam ‘PKN
lebih ditekankan pada dampak instruksional (instructional
- effectsfr'yang terbatas pada penguasaan materi {content
mastery) atan dengan kata lain hanya ditekankan pada
dimensi kognitif saja. Pengembangan dimensi-dimensi lainnya
{afektif dan psikomotorik) dan pemerolehan dampak pengiring
(rurturant effects) sebagai “hidden curriculum” belum mendapat
perhatian sebagaimana mestinya. Kedua, pengelolaan kelas
belum mampu Jmenciptakan suasana kondusif dan produktif
untuk memberikan pengalaman belajar kepada
siswa/mahasiswa melalui pelibatannya secara proaktif dian
interaktif, baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di
laar kelas (intra dan ekstra kurikuler} sehingga berakibat pada
miskinnya pengalaman belajar yang bermakna {(meaningful
leaming) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku

2 | Pendidikan Kewarganegaraan



siswa/mahasiswa: Ketiga, pelaksanaan kegiatan ekstra-

kurikuler sebagai wahana sisio-pedagogis untuk mendapatkan

“hands-on expériencg” juga belum memberikan kontribysi yang

signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori

dan praktik pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam
berkehidupan yang demokratis dan sadar hukum.
Indikasi-indikasi tersebut melukiskan begitu banyaknya
kendala kurikuler dan sosial-kultural bagi «PKN  untuk
menghasilkan suatu totalitas hasil belajar yang mencerminkan
pencapaian secara komprehensif (menyeluruh) dimensi
kognitif, afektif, dan psikomotorik yang koheren dan konfluen.

Hasil belajar PKN yang belum mencapai keseluruhan dimensi

secara optimal seperti digagaskan itu berart menunjukkan

bahwa tujuan kurikuler PKN belum dapat dicapai sepenuhnya.
Menyadari hal tersebut di atas, berbagai upaya telah
dilakukan oleh  Pemerintah, Kkhususnya  Departemen

Pendidikan Nasional antara lain adalah sebagai berikut.

1) Penyelenggaraan  pelatihan  secara verkala untuk
meningkatkan kualitas kemarmnpuan mengajar guru dan
doscn PKN. Sampai saat ini, pelatinan tersebut masih pertu
terus ditingkatkan kualitasnya agar mampu menunjukkan
hasil yang optimal.

2} Penataan kembali materi PKN agar lebih sesuai dengan
tuntutan kebutuhan bagi kehidupan masyarakat yang
demokratis. Sampai saat ini, upaya penataan tersebut
dirasakan belum menghasilkan perubahan yang signifikan
dalam pembelajaran PKN seperti yang diharapkan.

3} Perub@iian sistemn belajar di sekolah, dari catur wulan ke
semester, dan di perguruan tinggi menjadi sistem kredit
semester (SKS), yang diyakini akan lebih memungkinkan
guru/dosen untuk dapat merancang alokasi waktu dan
strategi pembelajaran secara fleksibel dalam rangka upaya
peningkatan kualitas pembelajarannya, belum
memperlihatkan hasil yang memadai.

Selain menghadapi kendala internal sebagaimana diuraikan
di atas, PKN juga menghadapi kendala eksternal, yaitu kritikafi
dan tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat yang berkaitan
dengan semangat demokratisasi yang semakin meningkat
dengan segala eksesnya. PKN yang secara paradigmatik sarat

Pendidikan Kewarganegaraaon | 3
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dengan muatan afektif dilaksanakan secara kognitif dan telah

. disikapi secara keliru sebagai satu-satunya obat mujarab

(panacea) untuk mengatasi persoalgn kehidupan para siswa

ususnya yang menyangkut perilaku dan moral. Kritikan dan
tuntutan tersebut sudah seharusnya direspons dan
diakomodasikan secara proporsional karena pendidikan secara
umum dan PKN secara khusus bukan hanya tanggung jawab
Peémerintah tetapi juga tanggung jawab seluryh komponen
masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, Tanggung jawab
bersama  untuk menyelenggarakan  pendidikan yang
berkualitas pada hakikatnya merupakan perwujudan ' dari
amanat nasional,

Kendala eksternal lainnya, pendidikan di Indonesia
dihadapkan pada berbagai persoalan dan situasi global yang
berkembang cepat setiap waktu baik yang bermuatan positif
maupun yang bermuatan negatif atau bertentangan dengan
kepribadian bangsa Indonesia. Ketidakmampuan bangsa
Indonesia dalam merancang program pendidikan yang dapat
mengakomodasikan kecenderungan dan persoalan global
tersebut berarti &kan menghilangkan kesempatan untuk
mengejar  ketertinggalan untuk secara bertahap dapat
menyejajarkan  dirinya dengan bangsa-bangsa yang sudah
maju dalam bidang pendidikan.

.~ Di lain pihak, terdapat pula beberapa permasalahan

kurikuler yang mendasar dan menjadi penghambat dalam

peningkatan kualitas PKN. Di antaranya, permasalahan itu
adalah sebagai berikut.

1. Penggunaan alokasi waktu yang tercantum dalam Struktur
Kurikulum Pendidikan dijabarkan secara kaku dan
konvensional sebagai jam pelajaran tatap’ muka terjadwal
sehingga kegiatan pembelajaran PKN dengan cara tatap
muka di kelas menjadi sangat dominan. Hal ity
mengakibatkan guru atau dosen tidak dapat berimprovisasi
Secara kreatif untuk melakukan aktivitas lainnya selain dari

- pembelajaran rutin tatap muka yang terjadwal dengan
ketat,

2. Pelaksanaan pembelajaran PKN yang lebitbdidogninasi oleh
kegiatan peningkatan dimensi kognitif mengakibatkan porsi
peningkatan dimensi lainnya menjadi terbengkelai. Dj

4 ' Pendidikan Kewarganegaraan
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samping itu, pelaksanaan pembelajaran diperparah lagi
dengan keterbatasan fasilitas media pembelajaran.

3. Pemﬁ?:lajaran yang terlalu menekagkan pada dimensi
kognitif itu berimplikasi pada perfilaian yang juga
menekankan pada penguasaan kemampuan kognitif saja
sehingga mengakibatkan guru/dosen harus selalu mengejar
target penicapaian materi.

£

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan
pengkajian secara menyelurch terhadap masalah-masalah
mendasar sehingga PKN dapat diberdayakan menjadi “subjek
pembelajaran yang kuat” (powerful learning area) yang secara
kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual
dengan ciri-ciri sebagai berikut: bermakna {meaningful,
terintegrasi  (integrated}, berbasis nilai {value-based),
menantang (challenging), dan mengaktifkan (activating).
Melalui pengalaman belajar semacam itu para siswa difasilitasi
untuk dapat membangun pengetahuan, sikap, dan

keterampilan kewarganegaraan yang demokratis dalam koridor -

psiko-pedagogis-konstruktif.

B. Alasan Perlunya Pendidikan Kewarganegaraan
.Dalam sejarah panjang dunia ini, Civics dan Pendidikan

Kewarganegaraan di sekolah dan di perguruan tinggi
merupakan fenomena yang relatif baru. Ada dua faktor yang

. mengarahkan hal ini, yaitu faktor pertumbuhan negara-

bangsa dan faktor diperkenalkannya pendidikan untuk massa.

Negara-bangsa muncul di seluruh dunia dalam jumlah yang
besar setelah akhir perang dunia kedua, pada peretengahan
abad dua puluh. Kekuasaan Kkolonial telah ditentang dan
pergerakan  kemerdekaan  dilakukan  atau mencapai
kemerdekaan. Di Afrika, Amerika Latin, dan Asia ada
peningkatan di sejumlah negara merdeka. Sebagian terbesar
ménjalankan bentuk pemerintahan demokratis. Mereka
melaksanakan pemilu dan memiliki badan perwakilan,
Semuanya memperkenalkan beberapa bentuk persekolahan
bagi kebanyakan penduduk (Barbara Leigh, diilam Civics and
Citizenship Education Historical and Comparative %?eﬂections,
Jurnal Civics volume 1, Nomor 1, Juni 2004).

Pendidikan Kewargartegaraan l S
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Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan

- peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen

kuoat dan konsisten untuk mempertahankan negara Kesatuan
Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik
Indonesia adalah negara kebangsaan modern. negara
kebangsaan modern adalah neégara yang pembentukannva
didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme,
yaitu pada tekad suatu masyar@kat untuk membangun masa
depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun
warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik,
atau golongannya (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta:
Sek. Neg. RI, 1998).

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan
semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila
dan Konstitusi negara Indonesia perlu ditularkan secara terus-
menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam
tentang negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis,
negara Indonesia teilah diciptakan sebagai negara kesatuan
dengan bentuk republik, negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil
dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
(Pembukaan UUD 1945), '

Dalam perkembangannya, sejak proklamasi 17 Agustus
1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia
telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancarm
persatuannya. Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan
komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan
Semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan
Konstitusi negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh
komponen bangsa Indonesia, khususnya ;generasi muda
sebagai penerus bangsa. & $

Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulang
lagi sistem pemerintahan otoriter Yang membungkam hak-hak
warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam
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kehidupan masyarakat, bahgsa, dan negara. Kehidupan yang
demokgatis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan
keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-
organisasi non-pemerintahan perlu = dikenal, dimulai,
diinternalisasi, dan diterapkan demi kejayaan bangsa dan
negara Indonesia.

Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur
apabila dijaga oleh warga negara,yang demokratis. Warga
negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak
kebehasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung
jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk
membentuk masa depan yang cerah.

Sesungguhnya, kehidupan yang demokratis adalah cita-cita
yang dicerminkan dan diamanatkan oleh para pendiri bangsa
dan negara ketika mereka pertama Kali membahas dan
merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas,
pendidikan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat
penting dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki
komitmen kuat dan kénsisten untuk mempertahankan negara
Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan
adalah menyelenggarakan  program pendidikan  yang
memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga
negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
{Citizenship).  Keluarga, tokoh-tokoh keagamaan  dan
kemasyarakatan, media masa, dan lembaga-lembaga lainnya

- dapat bekerja sama dan memberikan kontribusi yang kondusif

terhadap tanggung jawab pendidikan tersebut. Pendidikan
Kewarganegaraan (Citizenship) merupakan mata kuliah yang
memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi
agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk
menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan
berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

C. Perkembangan  Pendidikan  Kewarganegaraan di

Indonesia
&
Paradigma pendidikan yang dianut pada masa Hrde Baru

adalah “pendidikan untuk pembangunan’, schingga
pendidikan telah diposisikan sedemikian rupa sebagai

Pendidilkan Kewarganegaraan ‘ 7



instrumen pembangunan ( Muchson, 2004). Pembangunan
.. Manusia Indonesia Seutuhnya yang menjadi jargon Orde Baru
dalam kebijakan dan operasithalnya ternyata lebih banyak
berpihak dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
Ironisnya pembangunan yang telah berlangsung selama lebih
30 tahun dan telah “dibayar dengan mahal”, lebih-lebih
menyangkut social cost yang sifatnya uncalculated, ternyata
Justru menghasilkan keterpurukan dalam . berbagai bidang.
Pengalaman pada masa Orde Baru itu telah memberikan
pelajaran  “berharga” tentang betapa rapuhnya suatu
pembangunan yang hanya menekankan pada aspek fisik-
materiil dan kepentingan-kepentingan ekonomi belaka.

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai misi yang lebih
khas. Mata pelajaran ini menonjol dengan misinya untuk
mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara
pérsatuan dan kesatuan, tidak memaksakan pendapat dan
lain-lain, yang dirasionalkan demi terciptanya stabilitas
nasional sebagai prasyarat bagi kelangsungan pembangunan.
Di  balik semua itu, Pendidikan Kewarganegaraan
sesungguhnya telah berfungsi sebagai alat penguasa untuk
melanggengkan ' kekuasaan, Sosok Pendidikan
Kewarganegaraan (Civic atan Citizenship) yang demikian
memang sering muncul di sejumlah negara, khususnya
negara-negara berkembang. Hal itu sesuai dengan laporan
penelitian Cogan (1998) yang dikutip oleh Ace Suryadi dan
Somardi (200:1) yang mengatakan bahwa

“Citizenship education has often reflected the interest of
those in power in particular society and thus has been a
matter of indoctrination and the establishment of
ideological hegemony rather than of education”.

Berdasar kenyataan tersebut tidak aneh jika kemudian
muncul penilaian bahwa mata pelajaran ini lebih bersifat
politis daripada akademis, lemah landas. ‘Keilfnuannya, tidak
tampak sosok keilmiahannya, dan lain-lain. Akibat lebih
lanjut, mata pelajaran ini kurang menantang dan kurang
diminati oleh siswa.

8 I Pendidikan Kewarganegaraan



Kepentingan  politik  penguasa terhadap Pendidikan
Kewargancgaraan di Indonesia dapal dirunut dalam sejarah
perkembangan mata pelajaran 4nj, sejak munculnya dalam
sistem pendidikan nasional, Mata pelajaran ini muncul
pertama kali tahun 1957 dengan nama “Kewarganegaraan”,
yang isinya sebatas hak dan kewajiban warga negara serta
cara-cara memperoleh dan kehilangan status
kewarganegaraan. Sebagai timdak lanjut dari Dekrit Presiden 3
Juli 1959, Menteri PP dan K mengeluarkan Surat Keputusan
No. 122274/S tanggal 10 ~"Desember 1959 tentang
pembentukan panitia penyusunan buku pedoman mengenai
kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan
hal-hal yang menginsyafkan warga negara tentang sebab-
sebab sejarah dan tujuan revolusi Indonesia. Panitia tersebut
berhasit menyusun buku Manusia dan Masyarakat Baru
Indonesia pada tahun 1962 yang menjadi acuan mata
pelajaran civic yang telah muncul pada tahun 1961. Buku
tersebut berisi Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia,
Pancasila, UUD 1945, Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin,
Konferensi Asia Afrika, Hak dan Kewajiban Warga negara,
Manifesto Politik, Laksana Malaikat dan lampiran-lampiran
Dekrit Presiden, Pidato Lahirnya Pancasila, Panca Wardana,
dan Declaration of Human Rights, serta pidato-pidato Presiden
lainnya yang dipaketkan dalam tujuh bahan pokok
indoktrinasi {Tubapi).

Sejak munculnya Orde Baru pada tahun 1966, isi mata
pelajaran civic versi Orde Lama hampir seluruhnya dibuang
karena dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang
sedang berkembang. Pada Kurikulum 1968, mata pelajaran ini
muncul dengan nama “Kewargaan negara’, yang isinya, di
samping Pancasila dan UUD 1945, adalah Ketetapan-Ketetapan
MPRS 1966, 1967, dan 1968, termasuk GBHN, Hak Asasi
Manusia, serta beberapa materi yang beraspek sejarah,
geografi, dan ekonomi. Sesual dengan Ketetapan MPR No.
IV/MP/1973, mata pelajaran ini berubah nama menjadi
Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada Kurikulum " 1975.
Dengan ditetapkannya Ketetapan MER bbo 11/MPR/1978
tentang P-4, terjadilah perkembangan yang cukup substantif
mengenal materi mata pelajaran ini, yakni sangat dominannya
materi P-4 dalam PMP. Dalam penjelasan ringkas tentang PMP
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_-éleh Depdikbud (1982)- dinyatakan bahwa hakikat PMP tidak
" lain adalah pelaksanaan P-4 melalpi jalur pendidikan formal.

Hal ini tetap berlangsung hingga beflakunya Kurikulum 1984
maupun  Kurikulum 1994, di mana “Pendidikan Moral
Pancasila” [PMP) telah berubah nama menjadi “Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan” (PPKn). Dalam
perkembangan terakhir, materi P-4 secara resmi tidak lagi
dipakai dalam Kurikulum Supl‘émen 1999 karéna Ketetapan
MPR No. II/MPR/1978 tersebut- telah dicabut dengan
Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998.

Pada era reformasi ini pendidikan kewarganegaraan juga
sedang dalam proses reformasi ke arah pendidikan
kewarganegaraan dengan paradigma baru {New Indonesian
Civic Education). Reformas;j itu mulai dari aspek yang
mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi
atau peranan, sampai restrukturisasi isi kurikulum dan materi
pembelajaran. Seiring dengan itu, dalam sistem pendidikan
nasional juga sedang disosialisasikan pembaruan kurikulum
dengan konsep yang disebut kurikulum berbasis kompetensi.

D. Tujuan Pendidikan l\(ewarganegaraan

Secara Kklasik sering  dikemukakan bahwa tujuan
pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk
membentuk warga negara yang baik (a good citizen}, Akan
tetapi, pengertian warga negara yang baik itu pada masa-masa
yang lalu lebih diartikan sesuaj dengan tafsir penguasa. Pada
masa Orde Lama, warga negara yang baik adalah warga negara
Yang berjiwa revolusioner, anti imperialisme, kolonialisme, dan
neo-kolonialisme. Pada masa Orde Baru, Warga negara yang
baik adalah warga negara yang Pancasilais, manusia
pembangunan, dan sebagainya.

Sejalan  dengan visi pendidikan kewarganegaraan era
reformasi, misi mata kuliah ini adalah meningkatkan
kompetensi mahasiswa agar mampu menjadi warga negara
yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan
negara yang demokratis, Sehubungan dengan o, Age Suryadi
dan Somardi (2000:5) mengemukakan bahwa pendidikan
kewarganegaraan difokuskan pada tiga komponen
pengembangan, yaitu (1) civic knowledge, (2) civic skill, dan (3}
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civic disposition. Inilah pengertian warga negara . yang baik
yang diharapkan oleh pendidikan kewarganegaraan di era
refermasi, -

Pendidikan kewarganegaraan di era reformasi dituntut
merevitalisasi diri agar mampu melaksanakan misi sesuai
dengan visinya itu. Hingga saat ini mata pelajaran tersebut
seakan tidak memiliki vitalitas, tidak berdaya, dan tidak dapat
berfungsi secara baik dalam meningkatkan kompetensi
kewarganegaraarn. .

Dalam penataannya di dalam struktur kurikulum, Belinda
Charles dalam Print {1999:133-1395), merekomendasikan isi
pendidikan kewarganegaraan dapat ditata dalam tiga model,
yaitu formal curriculum, informal curriculum, hidden curriculum.
Dengan maodel Sformal curriculum, implementasi

. pembetajarannya dapat menembus berbagai mata pelajaran
(cross-curriculum}. Dengan model informal curriculum dapat
diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler,
seperti kepanduan, klub-klub remaja, PMR, kegiatan rekreasi,
dan olah raga. Model ini justru efektif dalam pembentukan
karakter remaja. Dengan model hidden cwriculum, sepert
misalnya etika, dapat dikembangkan dalam tingkah laku
sehari—l}_ari.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan
kompetensi sebagai berikut.
.\ Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam
“ menanggapi isu kewarganegaraan.

2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan
bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. :

3. Berkembang secara positif dan demokratis uniuk
membentuk diri berdasarkan karakter —masyarakat
Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa
lain,

4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia
secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi (Pusat &£Kurikulum,
2003:3). ¢
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E. Substansi Materi Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasar hasil studi di berbagaj, negara, Print (1999:12)
berpendapat bahwa isi pendidikan *kewarganegaraan yang
Prinsip adalah (i) hak dan tanggung jawab warga negara, (i}
pemerintahan dan lembaga-lembaga, (i) sejarah dan
konstitusi, (iv) identitas nasional, {v] sistem hukum dan rule of
law, (vi) hak asasi manusia, hg.k—hak politik, ekonomi dan
sosial, (vilj proses dan prinsip-prinsip demvkrasi, (viii)
partisipasi aktif warga negara dalam wacana kewarganegaraan,
(ix) wawasan internasional, serta {x) nilai-nilai
kewarganegaraan yang demokratis. Waterwoth (1998:3)
mengemukakan butir-butir concept of citizenship dan warga
negara yang baik sebagai berikut: (i) menghargai warisan
budaya masyarakatnya, {iij menggunakan hak pilih, (i)
menghormati hukum dan norma-norma masyarakat, (iv)
memahami berbagai proses politik dan ekonomi, (v)
menggunakan hak berbicara, (vi) memberikan sumbangan bagi
kebaikan keluarga dan masyarakat, serta (vii) peduli terhadap
lingkungan Ickalnya. Di samping itu, Abdul Azis Wahab
{2000:5) mengemukakan sepuluh pilar demokrasi Indonesia
yang harus menjadi prinsip utama pengembangan pendidikan
kewarganegaraan, vyaitu (i) konstitusionalisme, (i) keimanan
dan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, (iii)
kewarganegaraan cerdas, (iv} kedaulatan rakyat, {v) kekuasaan
hukum, {vi) hak asasi manusia, (vii) pembagian kekuasaan,
(vili} sistem peradilan yang bebas, (ix) pemerintahan daerah,
dan (x) kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

Berdasarkan  uraian  dimuka diperoleh  gambaran
keragaman luasnya cakupan materi dan penataan pendidikan
kewarganegaraan dalam kurikuwlum. Hal ini bukan sesuatu
yang harus dianggap aneh karena kurikulum pada dasarnya
merupakan suatu pilihan. Dilihat dari sudut keilmuan,
standar materi mata pelajaan ini tidak sedemikian ketat,
cukup fleksibel, dan mudah berubah. Indonesia mempunyai
pengalaman mengenai sering diubahnya isi materi mata kuliah
ini seiring dengan pergantian rezim sebagai&;ana yang telah
dikemukakan sebelumnya. Dari sekian = badyak mata
kuliah/mata pelajaran, tidak ada yang perubahan materinya
sedinamis mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
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Meskipun demikian, pendidikan kewdganegaraan paradigma
baru harus didasarkan pada standar kelayakan materi dengan
tetap mengacu Kkepada Pancasila sebagai dasar negara
(Muchson, 2003).

Pusat kurikulum Diknas lewat konsep KBK
Kewarganegaraan di SD dan MI, SMP dan MTs., serta SMA dan
MA tahun 2003, mengajukan civic knowledge berupa aspek
berbangsa dan bernegara yang terdiri dari subaspek {i)
persatuan bangsa (i) norma, hukum, dan peraturan, (iii) hak
asasi manusia, (iv) kebutuhan hidup warga negara, (v)
kekuasaan dan politik, {vi) masyarakat demokratis, (vii)
Pancasila dan Kkonstitusi negara, serta (viii) globalisasi
(Cholisin, 2004:18). Aspek-aspek pengetahuan
kewarganegaraan itu pada dasarnya merupakan pengetahuan
yang berkaitan dengan peran warga negara dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara secara demokratis. Di pihak lain,
substansi kajian pendidikan kewarganegaraan, yang dikenal
juga dengan istilah Civic Education, Citizenship Education,
Democracy Education, yang dirancang oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi adalah (i) filsafat Pancasila, (i) identitas
nasional, {iii hak dan kewajiban warga negara, (iv) demokrasi
dan hak asasi manusia, (v) rule of law, (vi) geopolitik Indonesia
(wawasan nusantara), dan (vi) geostrategi Indonesia
(ketahanan nasional) (Petunjuk Pelatihan Dosen MPK, PKN,
Dikti. 2005} '

F, Me,_tgdvologi Pembelajaran PKN

1, Pendekatan; menempatkan mahasiswa sebagai subyek
serta mitra dalam PBM.

2. Proses Pembelajaran; pembahasan secara kritis analisis,
induktif, deduktif serta reflektif melalui dialog kreatif.

3, Bentuk Aktivitas Proses Pembelajaran; kuliah tatap
muka secara bervariasi, ceramah, dialog, inquiry, studi
kasus, penugasan mandiri, seminar kecil dan berbagai
kegiatan akademik lainnya yang lebih ditekankan pada
pemupukan pengalaman belajar perserta didik.

4. Motivasi; menumbuhkan kesadaran bahwa pembelagaran
pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan
hidup.
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G. Kompetensi  yang Diharapkan dari Pendidikan
Kewarganegaraan

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh
tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai
syarat untuk dapat dianggap mampu melakukan tugas-tugas
dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi yang diharapkan
setelah menempuh pendidikan kewarganegaraan adalah
dimilikinya seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung
jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan
negara serta mampu turut serta dalam memecahkan berbagai
persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara
sesual dengan profesi dan kapasitas masing-masing. Sifat
cerdas yang dimaksud tampak dalam kemahiran, ketepatan,
dan keberhasilan dalam bertindak, sedangkan sifat tanggung
jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan .ditinjau dari
nilal agama, moral, etika, dan budaya.

Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistemn
Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (2) ditetapkan bahwa
kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat (i} pendidikan
agama,’ (ii) pendidikan kewarganegaraan, dan (iiij bahasa. Di
samping itu, pada Pasal 2 dinyatakan bahwa pendidikan
nasional berdasarkan Pancasila dan UUD negara Republik
Indonesia. Pada Pasal 3 dikemukakan bahwa pendidikan

- Masional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, schat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.

Pendidikan  kewarganegaraan yang  berhagil akan
menumbuhkan sikap mental yang bersifat cerdas dan pénuh
tanggungjawab pada perserta didik dengan perilaku yang (a)
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
menghayati nilai-nilai falsafah bangsa, (b) berbudi pekerti
luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, (c) bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak
dan kewajiban sebagai warga negara, (d) bersikap profesional
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yang dijiwai oleh kesadaran belanegara, serta (e] aktif
memanfaatkan - ilmu dan teknologi serta seni untuk
kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara  Melalui
pendidikan kewarganegaraan diharapkan warganegara mampu
memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah
yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara secara tepat,
rasional, konsisten, berkelanjutan, dan bertanggung jawab
dalarn rangka mencapai tujuan nasional; menjadi warga
negara yang tahu hak dan kewajibannya, menguasai ilmu dan
teknologi serta seni namun tidak kehilangan jati diri.

H. Tiga Aspek Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan harus memenuhi tiga aspek,
yaitu pengetahuan, keterampilan (skill), dan pembentukan
karakter. Menurut Center for Civic Education pada tahun 1994
dalam National Standards for Civics and Gowvernment, ketiga
komponen pokok tersebut ialah civic knowledge, civic skills,
dan civic dispositions (Margaret S. Bronson, dkk., 1999:8-253).

Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge} merupakan
materi substanst yang harnus diketahui oleh warga negara.
Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga
negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga
negara, pengetahuan tentang struktur dan sistem poitik dan
pemerintahan, nilai-nilai  universal dalam masyarakat
demokratis, cara-cara kerja sama untuk mewujudkan
kemajuan bersama, serta hidup berdampingan secara damai
.dalam - masyarakat internasional. Keterampilan
kewarg@inegaraan (civic skills) merupakan keterampilan yang
. dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar
pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna
karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-
masalah kehidupan Dberbangsa dan bernegara. Civic skills
mencakup intellectual skills (keterampilan intelektual) dan
participation  skills (keterampilan partisipasi}. Karakter
kewarganegaraan (civic dispositions) merupakan sifat-sifat yang
harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung
efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang
sehat, berkembangnya martabat dan harga diri serta
kepentingan umum.
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HAKIKAT BANGSA, NEGARA,
DAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Bangsa

Menurut  antropologi, pengertian bangsa  adalah
pengeiompokan manusia yang keterikatannya dikarenakan
adanya kesamaan fisik, bahasa, dan keyakinan. Jika ditinjau
secara politis, hangsa adalah pengelompokan manusia vang
keterikatannya dikarenakan adanya kesamaan nasib dan
tujuan. Di samping itu, ada pula-pendapat yang mengatakan
bahwa bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan
asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah  sertg
berpemerintahan sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia dikemukakan bahwa bangsa adalah kumpulan
manusia yang ‘biasanya terikat karena kesatuan bahasa serta
wilayah tertentu di muka bumi.

Sejarah timbulnya bangsa-bangsa di dunia berawal dari
benua Eropa. Pada akhir abad XIX, di benua Eropa timbul
berbagai” gerakan  kebangsaan. Gerakan  tersebut
mengakibatkan kerajaan-kerajaan besar di Eropa seperti
- Kerajaan Austria-Hongaria, Turki, dan Prancis terpecah
menjadi negara-negara kecil. Banyaknya gerakan kebangsaan
di Eropa saat itu dan keberhasilan mereka menjadi bangsa
yang merdeka, mempunyai pengaruh yang besar pada
kehidupan wilayah lain. Di Asia, banyak negara jajahan
memberontak untuk memerdekakan dirt dari kekangan
penjajahnya. 4l

Ernest Renan menyatakan bahwa bangsa adalah kesatuan
solidaritas yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa
setia satu sama lain. Bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas
spiritual, suatu kesatuan solidaritas yang besar yang tercipta
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oleh suatu perasaan pengorbanan yang telah dibuat di- masa
lampau dan oleh orang-orang yang bersedia berbuat untuk
masa depan. Bangsa memiliki masa lampau, Yetapi ia
melanjutkan diri pada masa kini, melalui suatu kenyataan
yang jelas, yaitu Kkesepakatan dan keinginan yang
dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama . Oleh
karena itu, suatu bangsa tidak bergantung pada persamaan
asal ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi,®atau hal-hal
lain yang sejenis. Akan tetapi, kehadiran suatu bangsa seolah-
olah merupakan suatu kesepakatan bersama yang terjadi
setiap hari (Bachtiar, 1987: 23).

Benedict Anderson mendefinisikan bangsa agak berbeda
jika dibandingkan dengan pendapat pakar yang lain. Menurut
Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan
{imagined political community) yang artinya tidak selalu sesuai
dengan kenyataan. Komunitas politik yang dibayangkan ini
terdapat dalam suatu wilayah yang jelas batasnya dan
berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas politik yang
dibayangkan karena bangsa yvang paling kecil sekalipun para
anggotanya tidak saling mengenal. Dibayangkan secara
terbatas karena, bangsa yang paling besar sekalipun yang
penduduknya bisa lebih dari satu milyard seperti RRC, tetap
memiliki batas wilayah yang jelas. Dibayangkan berdaulat
karena bangsa irti berada di bawah. kekunasaan suatu negara
vang memiliki- kekuasaan atas suatu wilayah dan bangsa
tersebut. Akhirnya, bangsa tersebut sebagai komunitas yang
dibayangkan ~ karena terlepas dari kesenjangan dan para
ariggota bangsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai
saudara sebangsa dan setanah air. Perasaan sebangsa inilah
yang menyebabkan berjuta-juta orang bersedia mati bagi
komunitas yang dibayangkan itu (Surbakti, 1992:42),

Dalam pandangan Otto Bauer, bangsa adalah suatu
persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib.
Soekarno, dengan berbasis geopolitiknya, menekankan
persatuan antara orang dengan tanah airnya sebagai syarat
bangsa. Menurut Mohammaead Hatta, bangsa adalah suatu
persatuan yang ditentukan oleh keinsyafan sebagai suatu
persekutuan yang tersusun menjadi satu yang terbit karena
percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan
bertambah besar karena seperuntungan, malang sama
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diderita, mujur sama didapat, oleh karena jasa bersama,
kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karenas peringatan
kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak
(Sutrisno, 1983: 38).

Dari uraian di atas dapat dipetik intisari bahwa pengertian
bangsa lebih mengandung corak kerohanian dari pada corak
lahiriah, yaitu sekelompok manusia yang mempunyai
keinginan, kehendak, perasaan, pikiran, jiwa, semangat untuk
bersatu. Faktor yang mendorong mereka bersatu karena
adanya kesamaan yang di antaranya dalam hal cita-
cita/tujuan/kepentingan, fisik biologis (ras), wilayah (tanalh
air), sejarah (masa lalu), nasib, agama, bahasa, budaya, dan
sebagainya. Tiap-tiap bangsa tentunya mempunyai corak
tersendiri yang melatar belakangi mereka untuk bersatu.
Berkaitan dengan faktor penyatu, Noor M. Bakry (1994:109)
berpendapat bahwa bangsa dapat dikelompokan jadi dua,
yaitu (i) bangsa alami atau bangsa yang disatukan karena
faktor darah atau keturunan dan (i) bangsa negara atau
bangsa yang disatukan karena: kesamaan cita-cita -atau
kepentingan yang natinya terwujud sebagai nasionalisme.

B. Pengertian Negara

Dalam Ensiklopedi Populer Polittk Pembangunan Pancasila
{1983: 224) dijelaskan secara etimologis bahwa istilah negara
berasal dari kata nagari atau nagara (Sansekerta) yang berarti
kota, desa, daerah, wilayah, atau tempat tinggal seorang
‘panger:q;'}:' negara dalam bahasa Inggris disebut state, atau
staat ddlam bahasa Belanda, dan e“ar dalam bahasa Prancis.
Kata state berasal dari bahasa Latin stato. Istilah stato
digunakan pertama kali oleh Machiavelj untuk menyebut
wilayah negara atau pemerintahan yang dikuasai.

Seperti yang telah diungkapkan oleh beberapa tokoh ilmu
negara, terdapat pengertian negara yang beraneka ragam. Di
bawah ini disajikan beberapa perumusan mengenai negara
sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo (2007:39-40)
sebagai berikut. it
{1) Roger H. Soltau menyatakan bahwa negara adalah alat

(agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau

mengendalikan persoalan bersama, atas nama masydrakat.
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(2)

(3}

(4)

(5)

(6}

f)

Harold J.Laski menyatakan bahwa negara adalah suatu
masyarakat yang diintegrasikan karena wewenang yang
bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari
pada individu atau kelompok yang merupakan bagian *dari
masyarakat itu. Masyarakat adalah kelompok yang hidup
dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan
mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau
cara hidup yang harus ditaati oleh individu maypun oleh
asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang
bersifat memaksa dan mengikat.

Max Weber mengemukakan bahwa negara adalah suatu
masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan
kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

Robert M. Maclver berpendapat bahwa negara adalah
asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam
suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasar
sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu
pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi
kekuasaan memaksa.

Kranenburg menyebutkan bahwa negara pada hakikatnya-

adalah sebuah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh
sekelompok manusia yang disebut bangsa. Menurut
Kranenburg sebelum terbentuknya negara terlebih dahulu
harus ada sekelompok manusia yang mempunyai
kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi untuk
menjamin dan memelihara kepentingan mereka.

Logemann juga menyatakan bahwa negara itu pada
hakikatnya adalah organisasi kekuasaan yang meliputi
atau merncakup kelompok manusia yang disebut bangsa.
Pertama-tama negara adalah organisasi kekuasaan yang
memiliki kewibawaan yang terkandung pengertian dapat
memaksakan kehendaknya pada semua orang yang diliputi
oleh organisasi kekuasaan tersebut.

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik intisarinya bahwa

negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau
beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami
suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu
pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan
sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. negara
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adalah organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, dan
pemerintahan yang berdaulat sewtq mempunyai hak istimewa,
seperti hak memaksa, hak monopoli, hak mencakup semua,
yang bertujuan untuk menjamin perlindungan, keamanan,
keadilan, serta tercapainya tujuan bersama.

C. Tujuan, Sifat, dan Fungsi Megara .

Negara, sebagai wadah masyarakat, mempunyai tujuan
untuk  mewujudkan keamanan dan kebahagiaan bagi
rakyatnya. Roger H. Saltou berpendapat bahwa negara
mempunyai  tujuan  untuk memungkinkan  rakyatnya
(warganya) mengembangkan daya ciptanya secara bebas.
Sehubungan dengan hal itu, cara negara yang satu dan negara
yang lain dalam mewujudkan tujuannya tidak sama. Hal itu
tergantung pada ideologi yang dianutnya.

Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang mencakup tujuan umum
dan tujuan khusus. Tujuan umum berkenaan dengan
pemenuhan kebutuhan bagi bangsa di dunia dan tujuan
khusus berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan bangsa
Indonesia, yaitu “.. untuk membentuk suatu pemerintahan
negara Indonesia yang melindungi  segenap bangsa dan

2 seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidpan bangsa, dan
ikut melaksnakan Ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasar
kepada KeTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yvang adil
dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia®.

Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan
manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya
terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi
atau organisasi lainnya. Pada umumnya tgrdapat anggapan
bahwa setiap negara mempunyai sifat = merflaksa, sifat
monopoli, dan sifat mencakup semua {Miriamm Budiardjo, 2007:
40).
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1. Sifat Memaksa .

."Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan
demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta
timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat
memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk
memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu
adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Unsur memaksa
dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang paiak.
Setiap warga negara harus membayar pajak dan crahg yang
menghindari kewajiban ini akan dikenakan denda atau
disita -miliknya; bahkan beberapa negara menerapkan
hukuman kurungan.

2. Sifat Monopoli

Negara mempunyai hak monaopoli atas penetapan tujuan
bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat
menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan, suatu
ideologi, ataupun aliran politik tertentu dilarang
berkembang atau . disebarluaskan karena dianggap
bertentangan dengan tujuan masyarakat. ~Sifat monopoli
dari negar disebut hak ‘superior, yaitu hak yang hanya
dimiliki oleh negara dan tidak boleh dimiliki oleh organisasi
atau asosiasi masyarakat dari suatu negara.

' 3. Sifat Mencakup Semua

Semua peraturan perundang-undangan, misalnya
keharusan membayar pajak, berlaku untuk semua orang
tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu sebab
kalau seseorang dibiarkan berada diluar ruang lingkup
aktivitas negara, usaha negara ke arah. tercapainya
masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.

Menurut Miriam Budiardjo {2007: 46), terlepas dani
ideologinya, negara menyelenggarakan beberapa minimum
fungsi yang mutlak perlu, yaitu (i) melaksanakan
penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah
bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, (ii) mengusahakan
kesejahteraan dan kemakmuran ralgpatnya, {1ii)
menyelenggarakan pertahanan untuk menjaga
kemungkinan serangan dari luar dengan alat pertahanan,
serta (iv) menegakkan keadilan. Charles E.Mirriam (dalam
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Miriam Budiardjo: 2007: 46) menyatakan bahwa fungsi
negara ada lima, yaitu (i) keamagan eksternal, yaitu untuk
mencegah ancaman dari luar, (ii} ketertiban internal, yaitu
untuk ketertiban dalam negeri, (iii) keadilan bagi seluruh
warga negara, dan (iv) menjamin kebebasan tiap warga
negara berdasar hak asasi manusia.

~

D. Bentuk dan Susunan Negara®

Mengacu pada literatur hukum -dan politik, pengertian
bentuk negara itu berkaitan dengan dua pilihan, yaitu bentuk
negara kerajaan (monarki) dan republik, Dalam negara
monarki pengangkatan kepala negara dilakukan melalui garis
keturunan atau hubungan darah, sedangkan dalam negara
republik tidak didasarkan atas pertalian atau hubungan
darah. Di berbagai kerajaan, kepala negara disebut dengan
berbagai macam sebutan dan mekanisme pergantian kepala
negara berdasarkan keturunan itu Jjuga dapat dilakukan
dengan berbagai macam cara. Dj Inggris dan di Belanda, yang
diangkat sebagai kepala negara adalah anak tertua Raja/Ratu.
Baik laki-laki maupun , perempuan dapat menjadi pewaris
tahta kerajaan, sehingga jabatan kepala negara dapat dipegang
oleh raja (King) atau ratu (Queen). Sekarang kepala negara
Inggris adalah Ratu Elisabeth, sedangkan Putera Mahkotanya
adalah Pangeran Charles, yang kelak akan menjadi raja

pengganti Ratu Elisabeth. Kerajaan Belanda juga demikian.

Kepala negaranya adalah raja, sedangkan kepala
pemerintahannya perdana menteri. Keduanya tunduk pada
aturan Undang-Undang Dasar. Di Jepang lain lagi. Kepala
negara biasanya disebut raja atau kaisar dan selalu laki-laki.
Yang dapat diangkat menjadi kaisar adalah putera laki-laki
tertua. Hal ini tegas diatur dalam UUD Jepang bahwa yang
berhak mewarisi tahta kaisar hanya putera laki-laki. Oleh
karena itu sekarang timbul masalah besar. Kaisar Akihito yang
berkuasa sekarang ini tidak merniliki anak laki-laki, sehingga
pernah timbul keinginan untuk mengadakan perubahan atas
ketentuan Undang-Undang Dasar untuk memuiigkinkan anak
perempuan dapat menerima warisan tahta kerajaan. Thailand
juga dipimpin oleh raja yang diangkat secara turun temurun,
Kepala negara Brunai Darussalam yang disebut sultan juga
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diarigkat secara turun temurun. Sementara itu, Kerajaan
Malaysia yang berbentuk federal menerapkan variasi yang
agak berbeda dalam cara pergantiam , raja. Kepala negara
disebut yang dipertuan agong yang berasal dari antara para
raja atau sultan dari negara-negara bagian yang membentuk
dewan raja-raja. Yang Dipertuan Agong ditentukan secara
bergiliran di antara anggota para raja atau sultan dalam
Dewan Raja-Raja itu. %

Berbeda dari negara kerajaan, kepala niegara republik
biasanya disebut presiden, atau ketua seperti di Republik
Rakyat Cina, atau dengan istilah lain sesuai dengan bahasa
setempat yang berlaku. Kepala negara republik tidak
ditentukan berdasar keturunan. Di negara yang demokratis
pergantian kepala negara dilakukan secara demokratis, yaitu
melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan
tidak langsung oleh wakil-walkil rakyat. Di negara-negara yang
tidak demokratis, pengangkatan kepala negara dapat
dilakukan dengan cara lain, misalnya kudeta atau
penunjukkan langsung oleh kepala negara republik dan tidak
ditentukan berdasar garis keturunan darah atau pewarisan
(Jimly Assiddigie,2007: 282)

Bangunan atau susunan negara dapat ditinjau dari
sysunan unsur-unsur yang ada dalam negara yang mencakup
stisunan masyarakatnya, susunan wilayahnya, dan susunan

"pemerintahannya. Dengan demikian bangunan atau susunan

negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan
dan negara federal atau negara serikat {Krisni dkk. 2004: 12-
13).

1. Negara Kesatuan

Negara Kesatuan adalah negara yang berstatus tunggal,
baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, maupun
pemerintahannya. Kekuasaannya menunjukkan adanya
kesatuan (unity). Hal itu dapat diartikan sebagai kesatuan
penduduk yang terdiri atas berbagai suku yang berada
dalam satu wilayah dan berada di bawah satu
pemerintahan pusat. negara kesatuan #emilild ciri-ciri
sebagai berikut: (i) adanya kesatuan wilayah yang utuh
meskipun terdiri atas berbagai pulau dan adanya
kekuasaan pemerintahan, {iij adanya satu pemerintahan
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-pusat yang dijalankan baik Secara sentralisasi maupun
desentralisasi, dan (iii) adanya kedaulatan eksternal dan
internal yang berada pada satu l&mdali, Yyaitu pemerintah
pusat,

Dalam pada itu, sistem yang dijalankan oleh negara
kesatuan dalam menjalankan pemerintahannya adalah
sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Sistem
sentralisasi berarti terpusatnya®*semua urisan negara pada
pemerintah pusat, sehingga memperkecil peran pemerintah
daerah, sedangkan sistem desentralisasi berarti penyerahan
sebagian urusan rumah tangga pemerintah pusat kepada
daerah. Pemerintahan daerah diberi hak untuk mengatur
daerahnya, namun masih dalam ikatan satu kesatuan. Hak
untuk mengatur daerah ini disebut otonomi daerah. Sistem
dekonsentrasi terkait dengan pemberian hak kepada daerah
untuk mengatur wilayahnya, namun tetap di bawah kontrol
pemerintah pusat agar tidak terjadi pemisahan wilayah
(separatis), yaitu dengan memberikan tugas pada daerah
sebagai pembaniy pemerintah pusat,

2. Negara Serikat (Federal)

Negara serikat atau negara federal oleh Wheare diartikan
sebagai pembagian kekuasaan negara antara pemerintah
Jederal atau pemerintah pusat dan pemerintah negara
bagian. Kekuasan yang menyangkut hubungan luar negeri
dan pencetakan uang serta perjanjian internasional
dipegang pemerintah federal, sedangkan hal-hal yang tidak
menyangkut  urusan nasional, misalnya  masalah
kebudayaan atau kesehatan, Pengurusannya diserahkan
kepada negara-negara bagian. Menurut Srong, negara
federal mencoba menyesuaikan dua hal yang sebenarnya
bertentangan, yaitu kedaulatan negara dalam arti
keseluruhan dengan kedaulatan negara bagian. Di samping
itu, penyelenggaraan kedaulatan ke iluar pada negara
federal diserahkan kepada pemerintah federal, sebaliknya
kedaulatan ke dalam dibatasi. .

Terkait dengan cara pembagian kekuagaan ¢ negara.
federal yang merinci dan menyebut satu per satu
kekuasaan pemerintah federal (enumerated powers) dan
menyerahkan sisa kekuasaannya kepada negara bagian
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{reserve of power]ldisebut negara federal sempurna, seperti
Arerika Serikat dan Australia. Di sapping itu, ada pula
negara federal yang merinci kekuasaard pada pemerintah
negara bagian dan menyerahkan sisa kekuasaannya kepada
pemerintah federal. Dengan kata lain, enumered powers
dipegang negara bagian sedangkan reserve of power
dipegang oleh  pemerintah federal. negara yang
menggunakan bentuk ini ialah Canada dan India.

Terkait dengan susunan organisasi .negara, disamping
negara kesatuan dan negara serikat atau federal, Jimly
Assiddigie (2007: 282-284) menambah lagi adanya negara
konfederasi (statenbond} dan negara superstruktural
(Superstate}. negara konfederasi merupakan persekutuan
aniarnegara yang berdaulat dan independen yang karena
kebutuhan  tertentu  mempersekuiukan diri  dalam
organisasi kerja sama yang longgar. Sebagai contoh, negara-
negara merdelka bekas Uni Soviet, setelah Uni Soviet bubar,
bersama-sama membentuk Confederasion of Independen
State (CIS). Sifat persekutuannya sangat longgar, sehingga
menyerupai organisasi kerja sama antarnegara yang
biasanya, seperti ASEAN, Arab League, dan sebagainya.
Lebih lanjut, negara superstate adalah fenomena baru sejak
terbentuk dan berkembangnya Uni Eropa yang tidak dapat
diseébut confederasion karena sifatnya sangat kuat dan di
dalamnya terdapat fungsi-fungsi kenegaraan yang lazim,
seperti fungsi legislasi, fungsi administrasi, dan bahkan

--peradilan Eropa. Untuk disebut sebagai negara yang

tersendiri, bentuk dan susunannya tidak dapat
dibandingkan dengan organisasi negara kesatuan ataupun
negara serikat; bahkan jika kelak konstitusi Eropa dapat
disepakati dan akhirnya diratifikasi oleh negara-negara
anggotanya, uni Eropa itu dapat dikatakan menjadi negara
tersendiri. Sekarang ini sudah banyak orang yang menyebut
organisasi Uni Eropa sebagai superstate atau negara super
yang merupakan superstruktur dari negara-negara Eropa
vang menjadi anggotanya, 3 P
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E, Unsur-Unsur Negara -

1. Wilayah ) n
Setiap negara menduduki wilayalt tertentu di muka bumi
dan memiliki batas-batas wilayah yang jelas pula.
Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya
tanah, tetapi laut dj sekelilingnya dan angkasa di atasnya.
Karena adanya kemajuan teknologi dewasa ini, masalah
wilayah menjadi lebih rumit &ibandingkan masa lampau.
Sebagai contoh, pada masa lampau wilayah laut cukup
sejauh 3 mil dari pantai sesuaj dengan jarak tembak
meriam. Pada saat ini hal ity menjadi kurang relevan lagi
sebab jarak tembak peluru kendali bisa ratusan mil. Oleh
karena itu, beberapa negara termasuk Indonesia telah
mengusulkan wilayah laut 12 mil diukur dari titik terluar,
S€rta menuntut adanya zone ekonornij eksklusif 200 mil.
Kemajuan teknologi telah memungkinkan pengeboran
minyak dan gas di lepas pantai mendorong sejumlah negara
besar untuk menuntut penguasaan wilayah yang lebih luas.
Menurut hukum internasional, semua negara sama
martabatnya, tetapi dalam kenyataannya sering negara
kecil ~mengalami Resulitan untuk mepertahankan
kedaulatannya, apalagi jika negara tetangganya adalah
negara besar. Di lain pihak, negara yang memiliki wilayah
~yang sangat luas juga menghadapi berbagai permasalahan,
antara lain keanckaragaman suku, budaya, dan agama,
serta masalah perbatasan dan sebagainya.

2. Penduduk

Setiap negara pasti memiliki penduduk dan kekuasaan
negara menjangkau  seluruh  penduduk  di dalam
wilayahnya. Penduduk dalam suatu negara biasanya
menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakannya
dari bangsa lain. Perbedaan ini tampak, misalnya, dalam
kebudayaan dan dalam identitas nasionalnya. Kesamaan
dalam sejarah, kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, -
kesamaan suku bangsa, dan kesamaan agamga merupakan
faktor yang mendorong ke arah terbentuknya ﬁersatuan
nasional dan identitas nasional yang kuat. Persamaan dan
homogenitas tidak menjamin  kokohnya persatuan.
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Sebaliknya, keanekaragaman juga tidak menutup
keriungkinan untuk berkembangnya persatuan yang
kokoh. Sebagai contoh, negara Swiss sygng mempunyai
empat bahasa dan India yang mempunyai 16 bahasa resmi.
Walaupun demikian, kedua negara itu sampai sekarang
masih tetap bersatu. Indonesia dengan puluhan bahasa
daerah, suku bangsa, dan terdiri berbagai agama hingga
saat ini juga masih bersatu. Sebaliknya, Inggris dan
Amerika Serikat memiliki bahasa yang sama, t‘etapi
merupakan dua bangsa dan negara terpisah. Pakistan yang
didirikan dengan alasan untuk mempersatukan wilayah
India yang beragama Islam akhirnya pecah menjadi dua,
yaitu Pakistan dan Banglades. Oleh karena itu, bagus
untuk direnungkan apa yang dikatakan oleh filsuf Prancis
Ernest Renan bahwa pemersatu bangsa bukanlah
kesamaan bahasa, kesamaan agama, kesamaan suku
ataupun kesamaan ras, akan tetapi tercapainya hasil
gemilang di masa lampau dan keinginan untuk mencapai
tujuan bersama di masa depan.

3. Pemerintahan k

Setiap negara memiliki organisasi yang berwenang untuk
merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan
yang- mengikat seluruh penduduk di dalam wilayahnya.
Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-
undang dan berbagai peraturan lainnya. Dalam hal ini
organisasi yang dimakud ialah pemerintah yang bertindak

-3 atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari
negara. Dengan demikian, negara itu bersifat lebih
permanen, sedangkan pemerintah biasanya silih berganti.
Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi menjadi tiga, yaitu
legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana
undang-undang), dan yudikatif (yang mengawasi
pelaksanaan undang-undang).

Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis
besar dapat dibedakan menjadi tiga model, yaitu (i} sistem
pemerintahan presidensiil, misalnya Inggris, ‘Malagsia,
Indonesia, Philipina, (ii} sistem pemerintehan parlementer,
seperti Inggris, Malaysia, Singapura, India, dan (iii) sistem
pemerintahan campuran, misalnya Praricis. Sistemn
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pemerintahan presidensiil merupakan sistem pemerintahan
yahg terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala
pemerintahan sekaligus sebagai kepdla negara. Dalam
sistem parlementer jabatan kepala negara dan kepala
pemerintahan dibedakan dan dipisahkan satu sama lain,
Jabatan kepala negara untuk negara republik dipegang oleh
presiden, untuk negara kerajaan dipegang raja atau ratu,
sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana
menteri,

4. Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk
membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan
semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara
mempunyai kekuasaan tertinggi ini untuk memaksa semua
penduduknya agar menaati undang-undang serta
peraturan-peraturannya. Di  samping itu, negara,
mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-
serangan dari nepgara lain dan mempertahankan
kedaulatannya ke luar. Untuk itu, negara menuntut
loyalitas yang mutlak dari warga negaranya. Kedaulatan
merupakan suatu konsep yuridis yang tidak selalu sama
dengan komposisi dan letak kekuasaan politik. Kedaulatan
yafig bersifat mutlak sebenarnya tidak ada sebab pimpinan
kenegaraan (raja atau diktator) selalu terpengaruh oleh
tekanan-tekanan dan faktor-faktor yang membatasi

" penyelenggaraan  kekuasaan mutlak; apalagi kalau

menghadapi masalah dalam hubungan internasional.
Perjanjian internasional pada dasarnya membatasi
kedaulatan suatu negara. Kedaulatan umumnya diangap
tidak dapat dibagi-bagi, tetapi di dalam negara federal
sebenarnya kekuasaan dibagi antara negara dan negara-
negara bagian.

Waréa Negara
Pembicaraan tentang warga negara tidak dapat dilepaskan

dari pembicaraan tentang penduduk. Penduduk a&&lah&orang
yang dengan sah bertempat tinggal dalam suatu negara. Sah
berarti tidak bertentangan dengan ketentuan dan tata cara
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masuk dan bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara.
Istilah penduduk mencakup warga negara dan orang asing
{orang di luar warga negara). Orang asing yang finggal di suatu
negara dilindungi oleh hukum internasional. Jadi, di mana
saja ia berada berhak mendapat perlindungan dari negara
yang bersangkutan; pada dasarnya mendapat perlakuan yang
sama dengan warga negara. Perbedaan keduanya terletak pada
beberapa hak seperti hak politik untuk memilih dan dipilih
dalam pemilihan umum yang hanya dimiliki warga negara,
begitu juga hak untuk diangkat menjadi pejabat negara,

Warga negara adalah pengertian yuridis yang menyangkut
keanggotaan dari suatu negara tertentu. Menurut Undang-
Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga
negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara. Penduduk, sebagaimana diatur dalam
* pasal 26 ayat 2, ialah warga negara Indonesia dan orang asing
yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga
negara dan penduduk diatur dengan undang-undang {ayat 3).

Lebih lanjut, status kewarganegaraan dalam suatu negara
biasanya terkait dengan dua asas: (i} Jus sanguinis, yaitu asas
yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan
keturunan dan Jus Soli, yaitu asas yang menetukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan mnegara tempat
kelahiran. Lazimnya kedua asas itu dipakai bersama-sama
dalam penentuan kewarganegaraan suatu negara.

- %1, UU Kewarganegaraan

Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 berbunyi Hal-hal mengenai
warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Saat ini undang-undang yang mengatur tentang
kewarganegaraan adalah Undang-Undang Nomeor 12 tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam
undang-undang ini kata warga negara didefinisikan secara
sederhana sebagai Warga suatu negara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

kemudian dirinci dalam pasal 4 sebagai berikut. ..
(1) Setiap orang yang berdasarkan peratffran
perundang-undangan dan atau  berdasarkan
perjanjian pemerintah Republik Indanesia dengan
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negara lain sebelum undang-undang ini berlaku
- sudah menjadi warga negara Indonesia,

(2) Anak yang lahir dari perkawinan” yang sah dari
seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia

(3} Anak yang lahir dari pPerkawinan yang sah dari
seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga
negara asing.

(4} Anak yang lahir dari perkawifian yang sah dari
scorang ayah warga negara asing dan ibu warga
negara Indonesia.

{3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
scorang warga negara Indonesia, tetapi ayahnya
tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum
negara asal  ayahnya tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut.

(6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari
setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan
yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia.

(7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari
seorang ibu warga negara Indonesia.

(8) Anak yang lahir di iuar perkawinan vang sah dari
seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh
seorang ayah warga negara Indonesia sebagai
anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum
anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.

(9) Anak yang lahir di wilayah negara Republik

Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak jelas
s kewarganegaraan ayah dan ibunya,

" (10) Anak yang baru lahir ditemukan dj wilayah negara
Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak
diketahui,

(11} Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia
apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai
kewarganegaraan atau tidak  diketahui
kéberadaannya.

(12) Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik
Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga négarf
Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat
anak tersebut dilahirkan memberikan
kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
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(13} Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah
dikabulkan  permochonan kewarganegaraannya
kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia
sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.

Sehubungan dengan hal di atas, asas yang dianut dalam
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 adalah sebagai
berikut. %

(1) Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas’
yang menentukan kewarganegaraan seseorang
berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara
tempat lahir, )

(2) Asas ius soli (law of the sol) secara terbatas adalah
asas yang menentukan kewarganegaraan Seseorang
berdasar tempat lahir, yang diberlakukan terbatas
bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang ini

(3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang
menentukan satu kewargenegaraan bagi setiap
orang. )

(4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas
yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi
apak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini tidak mengenal kewarganegaraan
ganda (bipatride)] atau pun tanpa kewarganegaraan
(dpatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada
anak dalam undang-undang ini merupakan suatu
pengecualian. Kewarganegaran  ganda dan tanpa
kewarganegaraan menurut Krisni (2004: 32) timbul sebagai
akibat penerapan asas kewarganegaraan yang tidak
seragam. Kewarganegaraan ganda timbul ketika sepasang
orang tua berasal dari negara yang berasas ius sanguinis
(berdasar keturunan) bertempat tinggal dan melahirkan di
negara yang menganut asas ius soli (berdasar kelahiran).
Akibatnya, anak yang dilahirkan akan diakui sebagaifwv
negara dari negara orang tua yang berasas ius sanguin
dan warga negara dari tempat lahir yang menganut asas us
soli. Karena kedua negara tersebut - mengalkui
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kewarganegaraan anak tersebut, anak yang bersangkutan
memili